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ABSTRACT

Regent Regulation Number 31 of 2021 in Articles 3 and 4 explains how the implementation of the
Allocation of Village Funds received by the district is in accordance with the accountability of the
Village Government, -. The fact is still negligent with his duties. Problem Formulation: 1) How is the
implementation of Solok Regent Regulation Number 31 of 2021 concerning Procedures for Calculating
and Allocating Nagari Funds in Nagari Surian, Pantai Cermin District, Solok Regency? 2) What are the
obstacles faced by the nagari in implementing Solok Regent Regulation Number 31 of 2021 concerning
Procedures for Calculating and Allocating Nagari Fund Allocations in Nagari Surian, Pantai Cermin
District, Solok Regency? 3) What are the efforts to overcome the obstacles faced by the nagari in
implementing Solok Regent Regulation Number 31 of 2021 concerning Procedures for Calculating and
Allocating Nagari Fund Allocations in Nagari Surian, Pantai Cermin District, Solok Regency? Types of
Sociological Juridical Research. Source of data using primary and secondary data. Data collection
techniques are documentation, interviews, and qualitative data analysis. The results of the research: 1)
the implementation of Solok Regent Regulation Number 31 of 2021 concerning Procedures for
Calculating and Allocating Nagari Funds in Nagari Surian, Pantai Cermin District, Solok Regency is
still not going well. 2) Obstacles that occur are the lack of transparency of reports and the
irresponsibility of the Wali Nagari apparatus. 3) Efforts to resolve it optimize Village Government
Resources and strengthen communication for the implementation of Village Fund Allocations.\
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I. PENDAHULUAN anggaran biaya dengan dokumen
A. Latar Belakang pelaksanaan anggaran yg telah disusun,
Didalam desa terdapat alokasi dana desa / kemudian ~ permasalahan  lain  adalah
nagari, maksud pemberian Alokasi Dana Desa keterlambatan pelaporan realisasi anggaran
(ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana ke kabupaten, menyebabkan terlambatnya
perangsang  untuk  mendorong  dalam penyaluran  dana, dan terhalangnya
membiayai program Pemerintah Desa yang pelaksgnaan kegiatan yg bersumber dari
ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong alokasi dana desa. Sehingga permasalahan
royong masyarakat dalam melaksanakan yang sering terjadi dalam alokasi dana
kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat
masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai
yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dari ADD juga menunjukkan kurangnya
dialokasikan dengan tujuan  pemerataan komunikasi dari organisasi pengelola ADD
kemampuan keuangan antar desa untuk dengan masyarakat. ~Berdasarkan latar
mendanai  kebutuhan desa dalam rangka belakang permasalahan, maka penulis telah
penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan penelitian yang dituangkan dalam
pelaksanaan pembangunan serta pelayanan bentuk skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN
masyarakat. Alokasi. PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 31
Kurangnya koordinasi antar pelakasana TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
kegiatan, menyebabkan terjadinya PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN
pelaksanaan kegiatan yg tidak sesuai dengan ALOKASI DANA NAGARI DI NAGARI SURIAN
rencana pelaksanaan anggaran, sehingga KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN
menimbulkan permasalahan seperti tidak SOLOK”

terlaksananya kegiatan, kurangnya waktu
pelakasanaan, dan tidak sesuainya rencana
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B. RUMUSAN MASALAH

1.

Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati
Solok Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata
cara penghitungan dan pengalokasian
alokasi dana nagari di Nagari Surian
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten
Solok?

Apa saja kendala yang dihadapi nagari
dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok
Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata tata
cara penghitungan dan pengalokasian
alokasi dana nagari di Nagari Surian
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten
Solok?

Bagaimana upaya mengatasi kendala yang
dihadapi nagari dalam pelaksanaan
Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun
2021 tentang tata cara penghitungan dan
pengalokasian alokasi dana nagari di
Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan Peraturan

Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021 tentang

tata cara penghitungan dan pengalokasian

alokasi dana nagari di Nagari Surian
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

2. Untuk menganalisa kendala yang terjadi dalam

3. Untuk menganalisa upaya

pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor
31 Tahun 2021 tentang tata cara
penghitungan dan pengalokasian alokasi dana
nagari di Nagari Surian Kecamatan Pantai
Cermin Kabupaten Solok.

mengatasi
kendala dalam pelaksanaan Peraturan
Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021

tentang tata cara penghitungan dan

pengalokasian alokasi dana nagari di
Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Solok.

METODE

Jenis penelitian

Metode pendekatan yang
digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah metode yuridis sosiologis.

Sumber Data

Sumber data yang digunkan dalam
karya ilmiah ini adalah
a. Data primer
b. Data Sekunder
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui studi dokumen dan wawancara.
Analisis Data

Analisis data yang peneliti ambil
dari data premier dan data sekunder,

untuk menyusun dan menganalisis data
digunakan analisis kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Peraturan Bupati
Solok Nomor 31 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penghitungan
Dan Pengalokasian Alokasi Dana

Nagari Di Nagari Surian
Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Solok

Dalam pelaksanaan Peraturan
Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penghitungan Dan
Pengalokasian Alokasi Dana
dilakukan oleh seperangkat Wali
Nagari yang melakukan tugasnya
dengan  masing-masing, dalam
menjalankan pelaksanaannya.
Pemerintahan Nagari selalu
mempublikasikan APBNagari dan
laporan realisasi pengelolaan
APBNagari dengan memasang baliho
atau spanduk untuk membuktikan
transparansi  pengelolaan keuangan
nagari kepada masyarakat
sebagaimana tertuang dalam visi misi
wali nagari. Alokasi Dana Desa
(ADD) merupakan dukungan dana
oleh Pemerintah Pusat dan daerah
pada Pemerintah Desa dalam upaya
peningkatan pelayanan dasar kepada
masyarakat, dan  pemberdayaan
masyarakat desa. Selama dalam
pelaksanaan Peraturan Bupati Solok
Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Penghitungan Dan
Pengalokasian Alokasi Dana di
Nagari belum terlalu berjalan dengan
baik , dibuktikan dengan rendahnya
temuan Laporan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat tahun-tahun sebelumnya,
serta sudah sesuai dengan aturan
yang berlaku meskipun masih saja
ada kendala yang terjadi.

B. Kendala Yang Dihadapi Nagari
Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati
Solok Nomor 31 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Penghitungan Dan
Pengalokasian Alokasi Dana Nagari
Di Nagari Surian Kecamatan Pantai
Cermin Kabupaten Solok

Kendala yang dihadapi Nagari
Surian dalam melaksanakan ADD yang
selalu  jadi  kendala  pengelolaan
keuangan Nagari adalah kurangnya
transparasi antara pelaksanaan kegiatan
dengan Sekretaris Nagari sehingga
adanya kemungkinan penyelewengan
dana berupa markup harga dan jumlah
barang, sehingga memungkinkan



terjadinya kerugian keuangan akibat hal
tersebut. Kurangnya koordinasi antar
kasi dengan bagian keuangan dan
sekretaris dalam pengelolaan namun
lupa dengan aturan yang sudah ada,
Sehingga mendahului pimpinan dan
tingkatan atasnya, sehingga kurngnya
transparansi pengelolaan dana
Pemerintahan Nagari dan masyarakat,
serta adanya kesenjangan  antara
tanggungjawab dan responsivitas dengan

partisipasi masyarakat dalam

Pengelolaan Alokasi Dana Desa
C Upaya Mengatasi Kendala Yang

Dihadapi Nagari Dalam Pelaksanaan

Peraturan Bupati Solok Nomor 31
Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penghitungan Dan Pengalokasian

Alokasi Dana Nagari Di Nagari Surian
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten

Solok

Upaya untuk mengatasi kendala
yaitu dengan mengoptimalisasikan
sumber daya Pemerintahan Desa,
mempererat  komunikasi untuk
pelaksanaan ADD. Cara
mengatasinya antara lain juga bisa
dengan mengkooordinasikan dengan
pihak yang berwenang yaitu dengan
Dinas Pemberdayaan Desa apabila
terjadi kekeliruan dalam membuat
laporan, dan memberikan pengertian
dan arahan kepada para Perangkat
Wali Nagari untuk mengetahui betapa
pentingnya ADD.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Selama dalam pelaksanaan Peraturan
Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2021
masih belum berjalan dengan baik,
walaupun dibuktikan dengan rendahnya
temuan Laporan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat tahun-tahun sebelumnya,
serta sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku meskipun masih saja ada
kendala yang terjadi.

2. Kendala Yang Dihadapi Nagari Dalam
Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok
Nomor 31 Tahun 2021 adalah
pengelolaan keuangan Nagari
kurangnya transparasi antara
pelaksanaan kegiatan dengan Sekretaris
Nagari sehingga kemungkinan
penyelewengan dana berupa markup
harga dan jumlah barang, sehingga
memungkinkan terjadinya kerugian
keuangan akibat hal tersebut.

3. Upaya Mengatasi Kendala Yang
Dihadapi yaitu dengan
mengoptimalisasikan ~ sumber  daya

Pemerintahan ~ Desa, = mempererat

komunikasi untuk pelaksanaan ADD

tersebut, serta adanya  penguat

pengawasan dan kesejahteraan

Perangkat Desa, antara lain

mengkooordinasikan setiap perangkat.
B. Saran

1. Dengan kurangnya transparansi
didalam laporan atau pembukuan
Pemerintah Desa Nagari Surian
harus lebih mengoptimalkan
musyawarah terkait pelaksanaan
ADD di Nagari Surian supaya
terlaksana dengan Transparansi,
Partisipasi, Tertib, dan Disiplin.

2. Seringnya keterlambatan laporan
keuangan Perangkat Nagari harus
lebih bertanggung jawab terhadap
laporan ADD, agar tidak adanya
keterlambat untuk di laporkan.

3. Untuk mengatasi kendala yang terjadi
para Perangkat Wali Nagari banyak
berinteraksi atau komunikasi masalah
laporan yang berkaitan dengan
kesejahteraan Masyarakat dalam ADD.
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